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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 152 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);



















(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan 
Perempuan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum pada lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 15 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati 
Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 
Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Dan 
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 16 
Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan 
pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintah dan Kesra 

Kepala Dinas KBPP 

Kepala Bagian Hukum Setda 

Kepala Bagian Organisasi Setda 

Sekretaris Dinas KBPP 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 31 Desember 2021 
SEKRETARIS DAERAH, 

             ttd.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021 
BUPATI PASURUAN,

          ttd.

M. IRSYAD YUSUF

ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 152 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 152 TAHUN 2021 
TANGGAL     31 DESEMBER 2021 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

KABUPATEN PASURUAN 

DINAS KELUARGA BERENCANA 
DAN PEMBERDAY AAN 

PEREMPUAN 

SEKRETARIAT 

I 

I 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR 

DAN KELOMPOK 

JABATAN FUNGSIONAL 

I I 

I I 
BIDANG KELUARGA BIDANG BIDANG 

BERENCANA DAN KET/\1 IANAN, PEMBERDAYAAN 

PENGENDALIAN KESEJAI ITERAAN PEREMP\JAN DAN 

PENDUDUK KEUJARGA DAN PERLINOUNGAN AN/\K 
PENGGERAKAN 

I 

I 

I I I 

I I I 

SUB SUB 
SUB 

KOORDINATOR KOORDINATOR 
KOORDINATOR 

DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK 
DAN KELOMPOK 

J/\8/\TAN JAB/\T/\N 
J/\OATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I 

UPT 

BUPATI PASURUAN,

        ttd.

M. IRSYAD YUSUF

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Par M 

Sekretaris Daerah \...-, V

Asisten Pemerintah dan Kesra V'- I 
Kepala Dinas KBPP 

Kepala Bagian Hukum Setda ,.. 
Kepala Bagian Organisasi Setda ,�·. 
Sekretaris Dinas KBPP \i14. 




